
 

 



 



 



ABSTRAK 

JUDUL TESIS :Peranan Majelis Kehormatan Notaris 
Dalam Pemanggilan Notaris Oleh 
Penegak Hukum Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-
XVIII/2020. 

NAMA MAHASISWA     : Retno Indrianita Pratiwi 
NIM        : 217229202 
KATA KUNCI                                     : Hak Ingkar Notaris, Majelis      

Kehormatan Notaris, 
ISI ABSTRAK      : 

Dalam kasus ini mengenai pengajuan judicial review yang disampaikan Persatuan 
Jaksa Indonesia (PJI) atas Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris 
(UUJN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyampaikan bahwa Pasal 66 
ayat (1) UUJN untuk kalimat atau frasa  dengan persetujuan Majelis Kehormatan 
Notaris  kontradiksi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah ialah 
bagaimana peranan  Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap Notaris  pasca  putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana penggunaan hak ingkar oleh notaris 
di pengadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. 
Metode penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-
data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. 
Peranan Majelis Kehormatan Notaris untuk menjamin kepastian, ketertiban dan 
perlindungan hukum di tengah masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis 
yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa yang dibutuhkan juga dalam 
proses pembangunan yang berkaitan dengan profesi Notaris yang sangat 
membutuhkan perlindungan hukum telah teruji dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris di 
Pengadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf f, Pasal 54 dan 
Pasal 66 dari UUJN di mana Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya 
sebagai pejabat umum berkewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya 
serta menjaga kerahasiaan dari para penghadap hal tersebut terdapat dan 
kewajiban tersebut ada diantara kewajiban lainnya dan penggunaan hak ingkar 
oleh Notaris di pengadilan pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-
XVIII/2020 berlaku sama sebelum adanya putusan tersebut terhadap profesi 
Notaris 

 
 
 



ABSTRACT 
 

THESIS TITLE : The Role Of The Notary Honorary Council In 
Summoning Notaries By Law Enforcers After The 
Constitutional Court Decision Number 16/PUU-
XVIII/2020. 

STUDENT NAME  :  Retno Indrianita Pratiwi 
NIM    :  217229202 
KEY WORDS  :  Council 
 
CONTENTS ABSTRACT : 
In this case regarding the submission of a judicial review submitted by the 
Indonesian Prosecutors Association (PJI) on Law Number 2 of 2014 concerning 
Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary 
(UUJN) to the Constitutional Court (MK), to convey that   Article 66 paragraph 
(1) UUJN  for the sentence or phrase  with the approval of the Honorary Council 
of Notaries  contradicts the 1945 Constitution. The formulation of the problem is 
what is the position of  Honorary Council of Notaries in providing legal 
protection for Notaries  after  Decision of the Constitutional Court Number 16 
/PUU-XVIII/2020 and how the use of the right of refusal by a notary in court after 
the decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020. The 
research method is empirical research, namely research with field data as the 
main data source, such as the results of interviews and observations. The role of 
the Notary Honorary Council to ensure legal certainty, binding and protection in 
the midst of people who need authentic written evidence regarding conditions, 
events needed is also in the development process related to the Notary profession 
which really needs legal protection has been tested by the Constitutional Court 
Decision Number 16 /PUU-XVIII/2020. The use of the Right of Refusal by a 
Notary in Court has been regulated in the provisions of Article 16 paragraph 1 
letter f, Article 54 and Article 66 of the UUJN where a Notary in carrying out his 
duties and position as a public official is obliged to maintain the secrecy of the 
deed he made and maintain the confidentiality of the appearers. and this 
obligation exists among other obligations and the use of the right of refusal by a 
Notary in a post-trial court  Decision of the Constitutional Court Number 
16/PUU-XVIII/2020 applies the same before the decision was made against the 
Notary profession. 
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